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BAB III 

OBJEK PENELITIAN 

 

3.1 Tinjauan tentang PT. Galamedia Bandung Perkasa (HU. Galamedia) 

 3.1.1 Sejarah Harian Umum Galamedia 

PT. Galamedia Bandung Perkasa (Pikiran Rakyat Group) yang salah satu 

unit usahanya adalah Harian Umum Galamedia (HU Galamedia), didirikan di 

Bandung pada tahun 1968. Di mana kegiatan usahanya khusus bergerak dalam 

bidang jurnalistik atau penerbitan surat kabar yang cakupan usahanya adalah lokal 

dengan kata lain daerah pemasarannya adalah Kota dan Kabupaten Bandung serta 

sekitarnya. 

HU Galamedia semula muncul dari izin terbit Majalah Sunda Tjempaka 

yang diterbitkan oleh CV. Tjampaka dibawah pimpinan Sukandi Andrias 

Wasuma. Badan penerbit tersebut kemudian diserahkan sekitar bulan Agustus 

1968 kepada Sjamsujar Adnan, yang kemudian mengubah majalah tersebut 

menjadi Surat Kabar Mingguan Gala.  

Direktur Pembinaan Pers Departemen Pendidikan, Anwar Luthan (Alm), 

mengeluarkan SIT (Surat Izin Terbit) dengan nomor 0128/SK Direktur 

BP/SK/tanggal 16 Oktober 1968, dengan persetujuan menteri penerangan saat itu  

H. Boediarjo. Surat Kabar Mingguan Gala terbit dan diedarkan untuk pertama kali 

pada hari Jumat, 20 Oktober 1968 dan secara resmi terbit pada hari Minggu, 22 

Oktober 1968. 
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Surat kabar Mingguan Gala pertama kali dicetak di percetakan Jakarta 

Pers, jalan Gunung Sahari Ancol, Jakarta. Percetakan ini dikelola oleh lima orang,  

tiga orang direksinya masing-masing di tempatkan di Bandung, termasuk 

Pemimpin Umum atau Pemimpin Redaksi. Sedangkan di Jakarta, Sofyan Lubis 

memegang jabatan sebagai Redaktur Pelaksana dan Chaeruddin sebagai kolektor. 

Selama surat kabar mingguan Gala di cetak di Jakarta , peredaranya melebihi 50% 

dari jumlah oplah cetak, yakni 20.000 eksemplar setiap terbit.  

Seiring dengan waktu, Surat Kabar Mingguan Gala kemudian berpindah 

cetak dari Jakarta ke Bandung. Oplah Gala meningkat mendekati oplah tertinggi 

saat diterbitkan di Jakarta. Perkembangan ini menjadi dorongan jajaran 

Redaksional Gala untuk meningkatkan periode penerbitan menjadi dua kali 

seminggu. Keputusan ini segera terlaksana setelah Gala memperoleh Surat Ijin 

Terbit Harian yang baru. Pada 27 Desember 1971, Surat Kabar Mingguan Gala 

berubah menjadi Surat Kabar Harian berdasarkan surat ijin terbit Harian nomor 

0113/Per-3/SK/Dirjen PPG/71, dimana edisi pertama terbit tanggal 28 Desember 

1971 sebagai nomor perkenalan atau perdana.  

Sejak terbit pertama kali sebagai Surat Kabar Mingguan Gala, CV. 

Tjampaka sebagai perusahaan penerbitnya menghentikan segala aktivitas 

penerbitannya pada tanggal 31 Desember 1971, karena sebelumnya telah berdiri 

sebuah perusahaan penerbit lainnya, yakni PT. Galamedia.  

Seiring dengan aktivitas CV. Tjampaka, PT. Galamedia mengajukan 

permohonan kepada Menteri Penerangan  untuk memperoleh SIT penerbit Gala, 
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disertai akta penghentian kegiatan CV. Tjampaka dan pengambilan SIT atas nama 

CV. Tjampaka tersebut. 

Setelah empat tahun terbit sebagai surat kabar harian, tepatnya mulai 

tanggal 26 Agustus 1975 Dirjen PPG/Deppen memberi izin kepada Gala untuk 

menambah jumlah halaman. Di samping hal itu pada tahun 1978 oplah Gala 

berada pada titik terendah  dibanding ketika terbit dua kali seminggu, kecuali saat 

musim kampanye 1979, oplah Gala mencapai lebih dari 20.000 eksemplar yang 

kemudian turun kembali di bawah angka minimum. 

Setelah akhir tahun 1981, penampilan redaksional harian Gala dibenahi 

secara total mulai dari penyajian pemberitaan sampai tata letak rubrik berita 

(Layout). Berbeda dengan penampilan yang dulu, dan berbeda dengan surat kabar 

lainnya dalam hal penyajian berita. Terutama dalam hal sasaran pemasaran atau 

segmentasi pembacanya, sehingga surat Kabar Gala lebih mempunyai jati diri 

yang khas di hati para pembacanya. 

Setelah terbit lebih dari 13 tahun sebagai surat kabar harian, oplah Gala 

mencapai 118.500 eksemplar di saat musim pembunuhan misterius antara tahun 

1982 sampai 1983-an. Oplah Gala yang mampu menembus angka 100.000 

eksemplar lebih ini, merupakan oplah terbesar penerbitan sebuah surat kabar 

daerah di Indonesia saat itu. Namun, jumlah oplah ini sebenarnya bisa 

ditingkatkan sampai angka 150.000 eksemplar jikalau sarana percetakan yang 

dimiliki saat itu lebih memadai dan menunjang.  

Keberhasilan Gala mencapai Oplah dan pemasaran yang sangat bagus ini, 

bukan semata-mata karena lebih banyak menyajikan berita-berita kriminal 



61 

 

melainkan karena hasil pembenahan penampilan redaksional dan perwajahan yang 

dilakukan setelah kembali menggunakan nama Surat Kabar Gala.  

Keberhasilan Gala dalam melakukan penampilan redaksional dan 

perwajahan yang khas ini, mampu meraih segmentasi pembaca tersendiri dan 

mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Dengan kondisi ini, Gala di 

anggap sukses mencapai sasaran atau misinya yaitu untuk selalu menjadi surat 

kabar yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan juga tidak bersaing 

dengan surat kabar lainnya yang telah memiliki ciri dan atribut tersendiri.  

Pada tahun 1985, pemerintah mengeluarkan peraturan yang baru melalui 

SK Meneteri Penerangan RI nomor 61/1984 tentang penghapusan SIT,  yang 

mengacu kepada Undang-undang Pokok Pers nomor 21/1982. dengan izin baru 

SIUP tersebut jumlah halaman Gala secara resmi bertambah menjadi 12 halaman 

dan terbit di Jawa Barat, dan memperoleh SIUP pada tanggal 8 November 1985, 

melalui SK Menteri Penerangan Nomor 009/SK/Menpen/SIUPPA-7/85. 

Mulai tanggal 10 November 1989 Harian Gala kembali terbit dengan 

penampilan baru-nya. Di mana dua halaman (Cover dan Halaman terakhir) 

berwarna, dan terbit 12 halaman 7 kali seminggu. Penampilan redaksional dan 

wajah baru ini berbeda dengan penampilan Gala sebelumnya, perubahan secara 

total dan drastis ini berkaitan dengan keinginan jajaran Redaksi untuk 

mengembalikan Harian Gala ke format lama tanpa ada perubahan dalam susunan 

jajaran keredaksionalan. 

Seiring dengan waktu pada tanggal 4 Oktober 1999, Harian Gala beralih 

Manajemen menjadi Harian Umum Galamedia di bawah naungan Grup Pikiran 
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Rakyat Bandung. PT. Galamedia Bandung Perkasa mempunyai satu unit usaha 

dalam bentuk penerbitan surat kabar.  

Setelah beralih menjadi Harian Umum Galamedia, oplah surat kabar 

harian ini meningkat menjadi 26.000 eksemplar. Menurut data terakhir dari bagian 

Litbang per-Desember 2003, tiras penjualan Harian Umum Galamedia mencapai 

40.000 eksemplar untuk edisi hari Senin sampai Jum’at. Sedangkan untuk edisi 

Hari Minggu penjualannya mencapai 28.000 eksemplar.  

 

3.1.2 Profil Harian Umum Galamedia 

Nama Surat Kabar : Harian Umum Galamedia 

Badan Hukum  : Perseroan Terbatas 

Motto   : Ekspresi Greater Bandung 

Alamat Redaksi : Jalan Belakang Factory No. 2B Bandung 40111.  

  Telp (022) 4210063/4205347 

Alamat Sirkulasi : Jalan Belakang Factory No. 2C Bandung 40111. 

  Telp (022) 4210063/4205347 

Percetakan  : PT. Granesia (Grup Pikiran Rakyat) Jalan 

  Soekarno-Hatta No.147, Bandung. 
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3.1.3 Keterangan Teknis 

Jenis Surat Kabar : Harian Umum (Terbit Setiap Hari) 

Waktu Terbit  : Pagi Hari 

Bahasa   : Indonesia dan Daerah 

Halaman  : 20 Halaman 

Jumlah Kolom  : 8 KolomUkuran : 

a. Halaman Kertas 42 X 58 cm 

b. Lebar Halaman Tercetak 40,5 cm 

c. Tinggi Halaman Tercetak 55 cm 

d. Lebar Kolom Per-Halaman 9 X 4.2 cm 

e. Lebar Kolom Iklan 4.2 cm 

 

3.1.4 Visi dan Misi Harian Umum Galamedia  

A. Visi Harian Umum Galamedia 

Menciptakan kinerja yang lebih baik dengan memperlihatkan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna untuk mencerdaskan 

bangsa. 

B. Misi Harian Umum Galamedia 

1. Memberikan Informasi seakurat mungkin kepada pembaca 

2. Menciptakan sarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat umum 

3. Mencari keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya demi 

kesejahteraan para karyawan atau karyawati 
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4. Menyediakan berita yang melaporkan tentang peristiwa atau kejadian 

yang ada relevansinya dengan kehidupan sehari-hari 

5. Meningkatkan kinerja supaya masyarakat gemar membaca untuk 

menambah pengetahuan bagi mereka tentang sesuatu hal atau masalah 

yang sedang terjadi pada keadaan yang sebenarnya 

6. Mengurangi pengangguran. 

 

3.1.5 Motto Harian Umum Galamedia 

Bagi setiap perusahaan, keberadaan motto merupakan bentuk keseriusan 

dalam dunia bisnis. Karena dengan adanya motto, dapat menggambarkan identitas 

perusahaan secara singkat. Demikian halnya dengan HU.Galamedia yang 

memiliki motto sebagai berikut:  

“EKSPRESI GREATER BANDUNG” 

 

Motto HU Galamedia seperti tertulis di atas memiliki pengertian tersendiri 

bagi Harian Umum Galamedia yang mana artinya adalah pengungkapan atau 

proses menyatakan lebih kepada masyarakat bahwa Galamedia sebagai koran se-

Bandung Raya. 

 

3.1.6 Logo Harian Umum Galamedia 

Setiap perusahaan memiliki logo sebagai simbol dari identitas diri 

perusahaan agar dapat dikenal oleh masyarakat. Demikian pula dengan PT. 

Galamedia Bandung Perkasa (Harian Umum Galamedia) memiliki logo dengan 

ciri khas tertentu. Ciri khas Harian Umum Galamedia adalah huruf G, A ,L, A, M, 
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E, D, I, A berwarna hitam yang ditambah banner berwarna merah yang 

bertuliskan Koran Urang Bandung diatasnya seperti tampak dalam gambar 3.1.  

 Berikut ini adalah gambar logo PT. Galamedia Bandung Perkasa (Harian 

Umum Galamedia) : 

 

Gambar 3.1 

Logo Harian Umum Galamedia 

(Sumber : www.klik-galamedia.com) 

 

a. Arti Logo 

Logo dari GALAMEDIA menggambarkan sikap GALAMEDIA 

yang selalu tanggap serta sigap setiap saat, turut serta mencerdaskan bangsa 

dalam era pembangunan khususnya sekitar Jawa Barat. Dilandasi semangat 

perjuangan serta wawasan nasional maupun daerah khususnya kota 

Bandung, demi mencapai kesejahteraan lahir dan batin seluruh warga 

Bandung. 

b. Huruf “GALAMEDIA” 

Huruf GALAMEDIA dengan tipografi karakter tebal namun dalam 

bentuk sederhana, lugas tanpa ornamen berwarna hitam. Di bawah huruf 

http://www.klik-galamedia.com/
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terdapat tulisan Koran Urang Bandung dengan latar belakang berwarna 

merah menandakan bahwa Galamedia siap setiap saat dan berani dalam 

menyampaikan informasi, mengupas setiap realita yang terjadi tanpa 

pandang bulu bagi warga Bandung dan menunjukkan eksistensinya sebagai 

koran se-Bandung Raya. Tipografi ini menyiratkan kedinamisan langkah 

yang tidak dibatasi oleh rumit dan ketatnya aturan formal. 

 

3.2 Tinjauan tentang Redaksi Harian Umum Galamedia 

3.2.1 Sejarah Redaksi Harian Umum Galamedia 

Bagian redaksi dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

penerbitan surat kabar atau yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik, dapat 

diibaratkan sebagai organ tubuh manusia yang paling vital yaitu jantung. 

Perusahaan penerbitan surat kabar tidak akan pernah bisa menjalankan 

kegiatannya tanpa adanya bagian redaksi. Bagian menjadi bagian yang 

menentukan kelangsungan hidup sebuah perusahaan penerbitan surat kabar. Di 

bagian ini pula semua kegiatan penting berjalan.  

Demikian juga dengan bagian redaksi Harian Umum Galamedia pada PT. 

Galamedia Bandung Perkasa. Sejarah berdirinya Bagian Redaksi Harian Umum 

Galamedia tak terlepas dari pertama kali berdirinya perusahaan penerbitan surat 

kabar ini pada tahun 1968. 

Namun sejarah keberadaan bagian redaksi khususnya pada jajaran 

keredaksionalan Harian Umum Galamedia yang tampak seperti sekarang, dimulai 

ketika Harian Gala berganti kepemilikan atau manajemen dibawah naungan grup 
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Pikiran Rakyat. Peralihan manajemen ini tentu saja membuat struktur 

keredaksionalan. Harian Umum Gala berubah menjadi unit usaha yang merupakan 

bagian dari Grup Pikiran Rakyat dengan nama Perusahaan PT. Galamedia 

Bandung Perkasa, dan nama surat kabar pun ikut berubah menjadi Harian Umum 

Galamedia. 

Walau demikian perusahaan ini tidak melepaskan kegiatan jurnalistiknya, 

bahkan di bawah manajemen yang baru ini Harian Umum Galamedia, lebih bisa 

menempatkan diri di hati para pembaca khususnya di hati pembaca dari kalangan 

masyarakat menengah ke bawah. 

Harian Umum Galamedia merupakan surat kabar yang terbit setiap hari. 

Lebih mengkhususkan diri pada pemberitaan lokal yaitu kejadian atau peristiwa 

yang terjadi di sekitar Bandung Raya. Sedangkan berita-berita yang sifatnya 

nasional lebih bersifat untuk melengkapi.  

Sedangkan sasaran pembacanya ditujukan untuk semua lapisan 

masyarakat, dengan lebih menekankan pada konsumen lapisan menengah ke 

bawah. Penekanan jenis beritanya yaitu Berita Hukum dan Kriminalitas atau 

berita yang bersifat suatu kasus. Semua berita yang disajikan pada Harian Umum 

Galamedia disajikan secara Etis, Tajam dan Akurat seperti halnya motto dari 

Harian Umum Galamedia. 
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3.2.2 Struktur Organisasi Redaksi Harian Umum Galamedia 

Gambar 3.3 

Struktur Organisasi Redaksi Galamedia 
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Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 3.3 diatas, merupakan 

susunan yang menggambarkan berbagai fungsi sesuai dengan bidangnya, 

berdasarkan hirarki dan saluran kewenangannya yang berlaku dalam mencapai 

tujuan tertentu. Dengan adanya struktur organisasi akan terlihat bagaimana 

pembagian tanggung jawab tugas tersebut dijalankan sesuai dengan fungsinya 

masing-masing. Kejelasan struktur yang terdapat dalam suatu organisasi akan 

memberikan kejelasan tentang hubungan kerja secara fungsional antara satu 

bagian dengan bagian lainnya, baik hubungan vertical maupun hubungan 

horizontal. 

Adapun susunan organisasi pada Kantor PT Galamedia Bandung Perkasa, 

antara lain : 

A. Pemimpin Umum 

B. Pemimpin Redaksi 

C. Dewan Redaksi 

D. Redaktur Pelaksana 

E. Sekretariat Redaksi 

F. Penelitian Dan Pengembangan Redaksi 

G. Seksi Monitoring dan Dokumentasi 

H. Pelaksana adalah Para Redaktur Dan Asisten Redaktur, yang terdiri dari :  

1. Redaktur Halaman Utama Membawahi Asisten Redaktur Halaman 

Utama dan Wartawan. 

2. Redaktur Rubrik Bandung Raya Membawahi Asisten Redaktur dan 

Wartawan untuk Rubrik Bandung Raya. 
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3. Redaktur Ekonomi Membawahi Asisten Redaktur dan Wartawan 

untuk Rubrik Ekonomi 

4. Redaktur Publik Opini dan Feature Membawahi Asisten Redaktur dan 

Wartawan untuk Rubrik Opini dan Feature. 

5. Redaktur Pendidikan dan Agama Membawahi Asisten Redaktur dan 

Wartawan untuk Rubrik Pendidikan dan Agama 

6. Redaktur Rubrik Hiburan, Budaya dan Pariwisata Membawahi Asisten 

Redaktur dan Wartawan untuk Rubrik Hiburan, Budaya dan 

Pariwisata. 

7. Redaktur Rubrik Jawa Barat Membawahi Asisten Redaktur dan 

Wartawan untuk Rubrik Jawa Barat. 

8. Redaktur Rubrik Olah Raga Membawahi Asisten Redaktur dan 

Wartawan Untuk Rubrik Olah Raga 

9. Redaktur Foto Membawahi Asisten Redaktur Foto dan Wartawan Foto 

10. Redaktur Bahasa Membawahi Asisten Redaktur Bahasa 

11. Redaktur Perwajahan Membawahi Asisten Redaktur Perwajahan 

12. Koordinator Liputan Membawahi Asisten Koordinator Liputan 

 

3.2.3    Job Description Redaksi Harian Umum Galamedia 

Bagian Redaksi dipimpin oleh seorang Pemipin Redaksi yang bertanggung 

jawab kepada pemimpin perusahaan. Tugasnya ialah memimpin dan 

mengendalikan kegiatan keredaksian bagi terlaksananya mekanisme dan aktivitas 
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kerja kerekdasian serta mengawasi seluruh isi Rubrik dan pemberitaan pada 

Harian Umum Galamedia. 

Dalam setiap perusahaan penerbitan atau surat kabar bagian redaksi 

memegang peranan yang cukup penting. Ia menjadi motor bagi bagian-bagian 

lainnya. Ia pula yang menjadi bagian yang menjalankan visi dan misi, serta 

idealisme sebuah media massa. Demikian juga pada Harian Umum Galamedia 

bagian redaksi menjadi salah satu bagian yang penting dalam menjalankan 

usahanya sebagai perusahaan surat kabar.  

 Struktur organisasi atau tata kerja Harian Umum Galamedia tersusun 

secara vertical, dimana pemimpim umum membawahi para bawahannya dengan 

cara tersusun kebawah. 

1. Pemimpin Umum 

Pemimpin umum bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan 

pers baik kedalam maupun keluar ia dapat melimpahkan pertanggung 

jawabannya terhadap hukum kepada Pemimpin Redaksi sepanjang 

menyangkut isi penerbitan (redaksional). Tugasnya ialah mengendalikan 

dan mengorganisasikan aktivitas terbit Harian Umum Galamedia secara 

profesional sehingga mendukung terhadap tercapainya sasaran dan tujuan 

perusahaan baik idil maupun komersial.  

2. Pemimpin Redaksi 

Pemimpin Redaksi pada Harian Umum Galamedia bertanggung jawab 

kepada pemimpin umum. Tugasnya ialah memimpin dan mengendalikan 

kegiatan keredaksian bagi terlaksananya mekanisme dan aktivitas kerja 
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keredaksian serta mengawasi seluruh Rubrik dan pemberitaan pada Harian 

Umum Galamedia. 

3. Dewan Redaksi 

Dewan Redaksi pada Harian Umum Galamedia beranggotakan Pemimpin 

Umum, Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana dan orang-orang yang 

pandai berkompeten. Dewan Redaksi bertugas memberi masukan kepada 

jajaran redaksi dalam melaksanakan pekerjaan redaksional.  

4. Redaktur Pelaksana 

Redaktur Pelaksana Bertanggung Jawab kepada Pemimpin Redaksi. 

Tugasnya ialah mengatur pelaksanaan tugas kerekdasionalan Harian 

Umum Galamedia Bandung Perkasa sesuai dengan yang digaris bawahkan 

pemimpin redaksi dalam artian memimpin langsung aktivitas peliputan 

dan pembuatan pemberitaan oleh para wartawan dan editor.  

5. Sekretariat Redaksi 

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Pemimpin Umum. 

Tugasnya ialah menyangkut segala hal yang menyangkut administrasi 

keredaksionalan dan menyelenggarakan kegiatan keseharian Harian 

Umum Galamedia kearah kinerja terbaik untuk mencapai target 

perusahaan. 

6. Penelitian dan Pengembangan Redaksi 

Bagian Penelitian dan Pengembangan pada bagian Redaksi Harian Umum 

Galamedia mempunyai tugas dalam melakukan penelitian dan 
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pengembangan dalam kegiatan keredaksionalan sehingga mencapai kinerja 

keredaksionalan yang diinginkan. 

7. Seksi Monitoring dan Dokumentasi 

Seksi Monitoring pada Harian Umum Galamedia mempunyai tugas 

mengawasi perkembangan kinerja dan kegiatan redaksional sehingga 

tujuan redaksional mampu mencapai target yang diinginkan.  

Sedangkan Seksi Dokumentasi pada Harian Umum Galamedia 

mempunyai tugas mendokumentasikan edisi-edisi penting yang pernah 

diterbitkan oleh Harian Umum Galamedia dari tahun percetakan pertama.  

8. Redaktur 

Redaktur bertanggung jawab kepada Redaktur Pelaksana. Tugasnya ialah 

menerima bahan berita, baik dari wartawan, koresponden, maupun dari 

kantor berita atau bahkan Press Release dari lembaga, organisasi, instansi 

pemerintah atau perusahaan swasta. Selain itu Redaktur bertanggung 

jawab terhadap halaman isi halaman yang akan diterbitkan pada Harian 

Umum Galamedia. 

9. Koordinator Liputan 

Koordinator Liputan pada Harian Umum Galamedia bertanggung jawab 

dalam mengkoordinasikan atau mengatur para wartawan Harian Umum 

Galamedia dan membagi tugas diantara para wartawan tersebut untuk 

melakukan peliputan, agar tidak terjadi kesalahan atau overlap di 

lapangan. 
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10. Asisten Redaktur 

Asisten Redaktur pada Harian Umum Galamedia bertugas membantu 

Redaktu dalam melakukan editing. Assisten Redaktur juga memiliki tugas 

dalam memberikan tambahan data dan literatur agar sesuai dengan gaya 

penulisan dan penerbitannya. 

11. Wartawan 

Seperti halnya dalam setiap perusahaan Surat Kabar tugas wartawan dalam 

Harian Umum Galamedia adalah bertugas mencari, mengumpulkan dan 

mengelolah informasi menjadi berita, yang akan disebarluaskan kepada 

publik, disesuaikan dengan tugasnya masing-masing yang sudah 

sebelumnya sudah diatur oleh Redaksi.  

12. Koresponden 

Merupakan wartawan Harian Umum Galamedia yang bertugas didaerah 

atau diluar wilayah keredaksionalan. Koresponden pada Harian Umum 

Galamedia mepunyai tugas liputan berita yang bersifat umum. 

 

3.2.4 Sarana dan Prasarana 

Tabel 3.1 

Sarana dan Prasarana Bagian Redaksi Harian Umum Galamedia 

 

No Sarana dan Prasarana Jumlah 

1 Komputer 64 Unit 

2 Printer 2 Unit 

3 Internet 1 Unit 
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4 Server (Komputer Data) 1 Unit 

5 Telepon 16 Unit 

6 Faximile 1 Unit 

7 Foto Copy 1 Unit 

8 Televisi 2 Unit 

9 Handy Talkie 2 Unit 

10 Kamera Manual dan Otomatis 4 Unit 

11 Kamera Digital 3 Unit 

12 Kamera Saku (Pocket) 12 Unit 

13 Ruang Pimred 1 Ruang 

14 Ruang Assisten Redaksi 1 Ruang 

15 Ruang Litbang 1 Ruang 

16 Ruang Koordinator Liputan 1 Ruang 

17 Ruang Redaktur 1 Ruang 

18 Ruang Redaktur Foto 1 Ruang 

19 Ruang Produksi dan Pracetak 1 Ruang 

20 Ruang Monitoring 1 Ruang 

21 Ruang Dokumentasi 1 Ruang 

22 Ruang Wartawan 1 Ruang 

23 Ruang Sekretariat 1 Ruang 

24 Kamar Gelap 1 Ruang 

25 Ruang Rapat 1 Ruang 

26 Percetakan 1 Ruang 

27 Ruang Tamu 1 Ruang 

28 Musholla 1 Ruang 

29 Halaman atau Tempat Parkir 1 Halaman 

30 Toilet 4 Ruangan 

31 Kendaraan Operasional 5 Unit 

Sumber : Dokumentasi H.U Galamedia 
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3.3 Tinjauan Tentang Piagam Palembang 

Piagam Palembang adalah piagam yang disahkan menjelang Hari Pers 

Nasional (HPN) di Palembang pada tanggal 9 Februari 2010. Merupakan 

kesepakatan perusahaan pers nasional yang berisi empat produk Dewan Pers yaitu 

Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, 

dan Standar Kompetensi Wartawan. Tujuannya untuk menciptakan pers yang 

profesional dan memberikan standar kualitas pers di Indonesia, seperti 

pemberitaan, sumber daya manusia serta perusahaan pers menjadi lebih baik. 

Dengan adanya ratifikasi kesepakatan perusahaan pers nasional tersebut, 

perusahaan pers diharapkan dapat menata dan membuat aturan, serta mentaati 

norma dan aturan yang telah dibuatnya. Isi dari kesepakatan perusahaan pers 

nasional tersebut yaitu sebagai berikut : 

Piagam Palembang 

tentang 

Kesepakatan Perusahaan Pers Nasional 
 
 

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan 
berekspresi rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, 

supremasi hukum, hak asasi manusia, dan profesionalitas. 
Kemerdekaan pers merupakan sarana hakiki setiap warga negara 
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna meningkatkan 

dan mengembangkan mutu kehidupan dan penghidupan manusia. 
Oleh karena itu kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-

besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan 
kemanusiaan.  

 

Dalam  mewujudkan kemerdekaan pers serta melaksanakan 
fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers mengakui adanya 

kepentingan umum, keberagaman  masyarakat, hak asasi manusia, dan 
norma-norma agama yang  tidak dapat diabaikan. Agar pelaksanaan 
kemerdekaan pers secara operasional dapat berlangsung sesuai dengan 

makna dan asas kemerdekaan pers yang  sesungguhnya, maka 
dibutuhkan pers yang profesional, tunduk kepada Undang-Undang 
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tentang Pers, taat terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan didukung 

oleh perusahaan pers yang sehat serta dapat diawasi dan diakses 
secara proporsional oleh masyarakat luas.  

 

Atas dasar itulah kami, perusahaan pers yang bertandatangan 
dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah ini, dengan niat 

untuk ikut melaksanakan, menjaga, dan menjamin tegaknya 
kemerdekaan pers, secara sukarela dan penuh tanggung jawab, dengan 
ini menyatakan dan mengikatkan diri pada hal-hal sebagai berikut: 

 
1. Kami 

menyetujui dan sepakat, bersedia melaksanakan sepenuhnya Kode 
Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan 
Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan, serta akan 

menerapkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan kami. 

2. Kami 
menyetujui dan sepakat, memberikan mandat kepada lembaga 
independen yang dibentuk Dewan Pers melakukan verifikasi 

kepada kami, para penandatangan naskah ini, untuk menentukan 
penerapan terhadap kesepakatan ini. Kepada lembaga itu kami 

juga memberikan mandat penuh untuk membuat logo dan atau 
tanda khusus yang diberikan kepada perusahaan pers yang dinilai 
oleh lembaga tersebut telah melaksanakan kesepakatan ini.  

3. Kami 
menyetujui dan sepakat, logo dan atau tanda khusus yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang diberi mandat untuk itu akan kami 
cantumkan dalam produk penerbitan atau penyiaran kami. Cara 
dan aturan terhadap pencantuman logo dan atau tanda khusus 

sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing dari perusahaan 
pers. 

4. Kami 
menyetujui dan sepakat, logo dan atau tanda khusus yang 
diberikan kepada perusahaan pers berlaku lima tahun. 

5. Kami 
menyetujui dan sepakat, menyatakan membuka kesempatan 

kepada perusahaan pers hanya memberlakukan beberapa bagian 
atau bagian tertentu saja dari piagam ini selama masa transisi 2 
(dua) tahun sejak naskah kesepakatan ini disetujui dan 

ditandatangi bersama. Setelah masa transisi 2 (dua) tahun, semua 
penandatangan kesepakatan ini menyatakan bersedia 

melaksanakan sepenuhnya piagam ini,  serta akan menerapkannya 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan  
yang berlaku di perusahaan pers kami.  

6. Kami 
menyetujui dan sepakat, perubahan terhadap naskah ini, baik 
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sebagian maupun keseluruhan hanya dapat diberlakukan 

berdasarkan persetujuan mayoritas para penandatangan naskah 
ini. 

 

Demikian piagam ini dibuat dan disepakati bersama sebesar-besarnya 
untuk kemerdekaan pers untuk kepentingan masyarakat, bangsa, 

negara, dan kemanusiaan.1  
 

3.3.1 Standar Perusahaan Pers 

Standar perusahaan pers merupakan salah satu yang termasuk pada isi dari 

Piagam Palembang disamping tiga kesepakatan lainnya, yaitu kode etik 

jurnalistik, standar perlindungan wartawan, dan standar kompetensi wartawan.  

Berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pada bab 1 

pasal 1 ayat 2 menyebutkan “Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia 

yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media 

elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus 

menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”. 

Berikut adalah isi dari standar perusahaan pers yang telah dikeluarkan oleh 

Dewan Pers pada tahun 2008 : 
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1http://www.dewanpers.org/piagam-palembang  Pukul 08:10 PM 

STANDAR PERUSAHAAN PERS 

 

Sebagai wahana komunikasi massa, pelaksana kegiatan jurnalistik, 
penyebar informasi dan pembentuk opini, pers harus dapat 
melaksanakan asas, fungsi, kewajiban, dan peranannya demi 

terwujudnya kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan prinsip 
demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. 

 
Untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional maka 
disusunlah standar sebagai pedoman perusahaan pers agar pers 

mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, 
hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi.  

1. Yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia 
yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media 
cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media 

lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau 
menyalurkan informasi.   

2. Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-
badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

3. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen 
Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang.  

4. Perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 

5. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya 

sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan 
oleh Peraturan Dewan Pers. 

6. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup 
untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-
kurangnya selama 6 (enam) bulan. 

7. Penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak 
dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai 

mayoritas, untuk media penyiaran tidak boleh lebih dari 20% dari 
seluruh modal. 

8. Perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan 

karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum 
provinsi minimal 13 kali setahun. 

9. Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan 
karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk 
kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur 

dalam Perjanjian Kerja Bersama. 

http://www.dewanpers.org/piagam-palembang
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10. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada 

wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas 
perusahaan. 

11. Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar 

kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya 
semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban 

sosialnya. 
12. Perusahaan pers memberikan pendidikan dan atau pelatihan 

kepada wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan 

profesionalisme. 
13. Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan 

pers tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers 
dan harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

14. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan 

penanggung jawab secara terbuka melalui media yang 
bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah dengan nama 

dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan 
sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang 
diterbitkan atau disiarkan. 

15. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak 
melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan 

perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku 
lagi. 

16. Industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media 

massa yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi 
bukan perusahaan pers. 

17. Perusahaan pers media cetak diverifikasi oleh organisasi 
perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi 
oleh Komisi Penyiaran Indonesia.2   

 

 

3.3.2 Kode Etik Jurnalistik 

 Kode etik jurnalistik merupakan salah satu yang termasuk pada isi dari 

Piagam Palembang disamping tiga kesepakatan lainnya, yaitu standar perusahaan 

pers, standar perlindungan wartawan, dan standar kompetensi wartawan.  
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2http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=lain&y=det&z=47924d44802ca1f4cd2e
885c1437098a Pukul 08:11 PM 

 

Setiap himpunan profesi, biasanya merumuskan semacam kode etik. 

Menurut Atmadi, dalam Sobur dalam bukunya yang berjudul Etika Pers 

Profesionalisme dengan Nurani mengatakan “Kode adalah sistem pengaturan-

pengaturan (system of rules), sedangkan etik adalah norma perilaku” (Sobur, 

2001:89).  

Sedangkan Suseno, dalam Sobur dalam bukunya yang berjudul Etika Pers 

Profesionalisme dengan Nurani menyebut kode etik adalah “daftar kewajiban 

dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu 

sendiri dan mengikatnya dalam mempraktekkannya” (Sobur, 2001:89).  

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kode etik 

merupakan tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu 

profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikatnya dalam 

mempraktekkannya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kode etik jurnalistik 

adalah daftar kewajiban jurnalis dalam menjalankan profesinya agar sesuai 

dengan pedoman moral atau kesusilaan yang telah disepakati dalam melaksanakan 

kerjanya.  

Berikut adalah isi dari kode etik jurnalistik yang telah dikeluarkan oleh 

Dewan Pers pada tahun 2006 berdasarkan kesepakatan organisasi dan perusahaan 

pers : 

 

KODE ETIK JURNALISTIK 

http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=lain&y=det&z=47924d44802ca1f4cd2e885c1437098a
http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=lain&y=det&z=47924d44802ca1f4cd2e885c1437098a
http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=lain&y=det&z=47924d44802ca1f4cd2e885c1437098a
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Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi 
manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers 

adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan 
berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan 

kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers 
itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, 
tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma 

agama. 
 

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers 
menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut 
profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.  

 
Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk 

memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan 
landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam 
menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta 

profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan 
menaati Kode Etik Jurnalistik: 

 
Pasal 1 

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita 

yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.  

 

Penafsiran 

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai 
dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan 

intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.  
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika 

peristiwa terjadi. 
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.  
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan 

semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. 
 

Pasal 2 

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional 

dalam melaksanakan tugas jurnalistik.  

 

Penafsiran 

Cara-cara yang profesional adalah: 
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;  
b. menghormati hak privasi; 

c. tidak menyuap; 
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; 
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e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, 

suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan 
ditampilkan secara berimbang; 

f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian 

gambar, foto, suara; 
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan 

wartawan lain sebagai karya sendiri; 
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk 

peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.  

 
Pasal 3 

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan 

secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang 

menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.  

   

Penafsiran 

a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang 
kebenaran informasi itu. 

b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan 

kepada masing-masing pihak secara proporsional.  
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal 

ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa 
interpretasi wartawan atas fakta. 

d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi 

seseorang. 
 

Pasal 4 

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, 

dan cabul. 

 

Penafsiran 

a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh 
wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.  

b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja 

dengan niat buruk. 
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. d. Cabul 

berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, 
gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk 
membangkitkan nafsu birahi. e. Dalam penyiaran gambar dan 

suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan 
gambar dan suara. 

  
Pasal 5 

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan 

identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan 

identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.  
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Penafsiran 

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri 
seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.  

b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum 
menikah. 

 

Pasal 6 

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak 

menerima suap. 

 

Penafsiran 

a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil 
keuntungan pribadi  atas informasi yang diperoleh saat bertugas 

sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.  
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau 

fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.  

 
Pasal 7 

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi 

narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun 

keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar 

belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.  

  

Penafsiran 
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan 

keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan 

keluarganya. 
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai 

dengan permintaan narasumber.  
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari 

narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan 

narasumbernya.  
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber 

yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.  
 

Pasal 8 

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita 

berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang 

atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis 

kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang 

lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.  

   
Penafsiran 
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a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu 

sebelum mengetahui secara jelas.  
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.   

 

Pasal 9 

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang 

kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.   
 

Penafsiran 

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan 
berhati-hati. 

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan 
keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.  
 

Pasal 10 

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki 

berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan 

maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. 

 

Penafsiran 
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena 

ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.  
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan 

substansi pokok. 

 
Pasal 11 

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara 

proporsional. 

Penafsiran 

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk 
memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan 

berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan 

kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang 

dirinya maupun tentang orang lain.  
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu 

diperbaiki. 
 
Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan 

Dewan Pers.  Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik 

dilakukan oleh  organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.3 
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3
http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=kej&y=det&z=7cc41713ba1b1dc60f2f5f642186

6712  Pukul 08:14 PM 
 

3.3.3 Standar Perlindungan Profesi Wartawan 

Standar perlindungan profesi wartawan merupakan salah satu yang 

termasuk pada isi dari Piagam Palembang disamping tiga kesepakatan lainnya, 

yaitu standar perusahaan pers, kode etik jurnalistik dan standar kompetensi 

wartawan. 

Rosihan mengutip pendapat para sosiolog dalam Sobur dalam bukunya 

yang berjudul Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani, mengatakan bahwa 

“suatu profesi, umumnya, dikenali sebagai pekerjaan yang berurusan dengan cara 

yang sangat etik dengan hal-hal yang istimewa penting bagi seorang langganan 

atau bagi suatu komunitas. Dalam makna ini kependetaan, ketabiban, dan hukum 

merupakan yang pertama dari profesi-profesi. Seorang profesional mendahulukan 

kepentingan umum di atas memikirkan keuntungan diri sendiri” (Sobur, 

2001:104). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa apapun yang 

menjadi kriteria sebuah profesi, dunia kewartawanan merupakan sebuah profesi. 

Dalam melaksanakan tugasnya, wartawan harus memiliki perlindungan yang 

mampu memberikan jaminan terhadap profesinya.  

Berikut adalah isi dari standar perlindungan profesi wartawan yang telah 

dikeluarkan oleh Dewan Pers pada tahun 2008 : 

 

STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN  

 

http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=kej&y=det&z=7cc41713ba1b1dc60f2f5f6421866712
http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=kej&y=det&z=7cc41713ba1b1dc60f2f5f6421866712
http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=kej&y=det&z=7cc41713ba1b1dc60f2f5f6421866712
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KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak 

asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. 
Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi 
kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud 
kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan 

pikiran dan pendapat.  
 
Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu 

dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat 
perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. 

Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat :   
 
1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan 

hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam 
melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat 

memperoleh informasi; 
2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh 

perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan 

pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui 

media massa; 
3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari 

tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan 

alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh 
pihak manapun; 

4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk 
penyensoran; 

5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau 

konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan 
yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan 

dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan 
penugasannya; 

6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, 

wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan 
tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib 

diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan 
perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, 
disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; 

7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan 
pers diwakili oleh penanggungjawabnya; 

8. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, 
penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang 
telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak 

untuk melindungi sumber informasi; 
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9. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa 

wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik 

Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.4 
 

 

3.3.4 Standar Kompetensi Wartawan 

Standar kompetensi wartawan merupakan salah satu yang termasuk pada 

isi dari Piagam Palembang disamping tiga kesepakatan lainnya, yaitu standar 

perusahaan pers, kode etik jurnalistik dan standar perlindungan profesi wartawan.  

Menjadi wartawan merupakan hak asasi seluruh warga negara. Tidak ada 

ketentuan yang membatasi hak seseorang untuk menjadi wartawan. Pekerjaan 

wartawan sendiri sangat berhubungan dengan kepentingan publik karena 

wartawan adalah bidan sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pemuka 

pendapat, dan pelindung hak-hak pribadi masyarakat. Oleh karena itu dalam 

melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang 

memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi ini menjadi 

alat ukur profesionalitas wartawan. 

Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan 

publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan 

pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi 

wartawan. Kompetensi wartawan berkaitan dengan kemampuan intelektual dan 

pengetahuan umum. 
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http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=lain&y=det&z=24092e99194a195443f3e3e25df
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Dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya 

kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokrasi.  

Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, 

konsepsi berita, dan penyuntingan berita, serta bahasa. Dalam hal yang terakhir, 

menyangkut kemahiran wartawan dalam melakukannya. Seperti kemampuan yang 

bersifat teknis sebagai wartawan profesional, yaitu mencari, memperoleh, 

menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita.  

Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti 

uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers, 

yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi, atau lembaga 

pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai 

belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini.  

Pada tanggal 2 Februari 2010, Dewan Pers mengesahkan standar 

kompetensi wartawan untuk menilai profesionalitas wartawan. Isi dari ketentuan 

pembahasan mengenai standar kompetensi wartawan tersebut dije laskan secara 

lengkap pada buku yang diterbitkan oleh Dewan Pers.  
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http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=lain&y=det&z=24092e99194a195443f3e3e25dff5e84
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